MANUAL INDIKATOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN

No.

Nama Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan

Indikator Tujuan / Sasaran / Program /
Kegiatan

Definisi Operasional

Formula Perhitungan

Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang
harmoni yang berwawasan kebangsaan dan
nilai-nilai luhur Pancasila

Indeks Stabilitas

Indeks yang mencerminkan dan mengukur kondisi kestabilan wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya sistem tata kelola
yang baik dalam pelayanan prima

PERSENTASE RATA-RATA KETERCAPAIAN
PELAKSANAAN PROGRAM DUKUNGAN
SASARAN SKPD

Program yang menunjang fasilitas SKPD

PERSENTASE TEMUAN ANGGARAN YANG
DITINDAKLANJUTI

Persentase temuan hasil pemeriksaan APEP dan APIP tahun berjalan yg ditindaklanjuti
dibandingkan dg total temuan APEP dan APIP tahun berjalan

Jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan yg di TL+jumlah temuan hasil pengawasan
APIP thn berjalan yg di TL

Jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP thn berjalan+jumlah temuan hasil pengawasan APIP thn
berjalan

NILAI SAKIP SKPD

Penilaian atas fakta objektif Pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja

Nilai SAKIP

Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan dan
kondusifitas wilayah

PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH ORMAS
YANG AKTIF

Ormas aktif adalah ormas yang telah terdaftar dan teregistrasi di Bakesbangpol Kota
Pasuruan serta aktif mengikuti pembinaan di tahun berjalan

Jumlah ormas aktif tahun (n) - Jumlah ormas aktif tahun (n-1)

Jumlah ormas aktif thn (n-1)

PERSENTASE PARTISIPASI PEMILIH DALAM
PEMILU

Pemilih Pemilu adalah WNI yang sudah genap berumur 17 tahun dan memiliki hak pilih
untuk mengikuti PEMILU

Jumlah pengguna hak pilih PEMILU tahun terakhir

Jumlah DPT PEMILU tahun terakhir

PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK DI KOTA
PASURUAN

Konflik merupakan bagian dari potensi konflik yang tidak termediasi/tertangani dan
menimbulkan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua
kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan
berdampak luas yang mengakibatk an dan grasi sosial
sehingga mengganggu stabilitas nasional dan .menghambat pembangunan nasional.
Sedangkan potensi konflik adalah suatu peristiwa yang memberikan peluang dimana
terjadinya pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok,
kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan pemerintah. Dalam hal ini,
suatu even yang melibatkan pengumpulan masa di atas 100 orang bisa disebut sebagai
potensi konflik.

ketidalk dici
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Jumlah potensi konflik (n-1) - jumlah potensi konflik thn n

Jumlah potensi konflik thn (n-1)
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PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

Prosentase lembaga masyarakat yang
mendapatkan pembinaan ideologi pancasila
dan karakter kebangsaan

Lembaga masyarakat : Terdiri dari LSM/Ormas yang ada di Kota Pasuruan

Pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan merupakan kegiatan yang
dilakukan Bidang ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan dan K padaan Nasional
untuk membina masyarakat Kota Pasuruan terkait Ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan. Adapun kegiatan tersebut meliputi Bela negara, Forum Pembauran
Kebangsaan dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Jumlah lembaga yang dibina x 100%
Jumlah total lembaga yang ada

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Persentase peningkatan penanganan konflik

Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan
terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah
terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan
pasca konflik. Disini penanganan konflik yang dimaksud adalah yang berlatarbelakang
Ideologi.

Jumlah penanganan konflik th n - jumlah penanganan konflik th n-1 x100

jumlah penanganan konflik thn n-1

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal
lka, dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran

Kebangsaan, Bineka Tunggal |ka dan Sejarah
Kebangsaan yang Disusun

Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
yang Disusun (Renja dan Lopran Kinerja Tahun Sebelumnya)




No.

Nama Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan

Indikator Tujuan / Sasaran / Program /
Kegiatan

Definisi Operasional

Formula Perhitungan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang |deologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang
Disusun

Jumlah dan Daftar Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebang Bineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan yang Disusun (tiga Tahun Sebelumnya)

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka, dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan

daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi,
Pelatihan dll) di Bidang Id Kebang: Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan
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Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN

POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Prosentase lembaga masyarakat yang
mendapatkan pembinaan pendidikan politik

Lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik adalah
lembaga politik yang teregistrasi di Bakesbangpol Kota Pasuruan dan mendapat
pembinaan pendidikan politik oleh Bakesbangpol Kota pasuruan. Di tahun 2023 jumlah
lembaga politik/parpol sebanyak 23.

Jumlah lembaga yang dibina tentang politik
Jumlah lembaga politik yang terdaftar di Bakesbangpol

x 100%

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Jumlah pemilih pemula yang dibina

Pemilih pemula yang dibina adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari
pemilihan atau pemungutan suara adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun dan
atau lebih dan mendapat pembinaan pendidikan politik oleh Bakesbangpol Kota
Pasuruan.

Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Polifik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Jumiah dokumen program kerja di bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi gaan f i Py 1dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah yang disusun

Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang
Pendidikan Polifik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

D Fasilitasi gaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Di Daerah

Jumiah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
yang disusun

Daftar Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah yang Disusun




.

Nama Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan

Indikator Tujuan / Sasaran / Program /
Kegiatan

Definisi Operasional

Formula Perhitungan

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Polifik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan
Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti
(masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemeri , Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrast, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti
(masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan
terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISAS| KEMASYARAKATAN

Persentase peningkatan Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan / lembaga
swadaya masyarakat yang ber SKT

Organisasi Kemasyarakatan / lembaga swadaya masyarakat yang ber SKT adalah
Ormas/LSM yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang merupakan dokumen
yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah
terdaftar pada administrasi pemerintahan di Bakesbangpol Kota Pasuruan

Jumlah LSM / ormas memiliki SKT thn (n)- Jumlah LSM/ormas memiliki SKT thn (n-1) x100

Jumlah LSM / ormas memiliki SKT thn (n-1)

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Persentase Organisasi masyarakat/ Lembaga
Swadaya masyarakat yang dibina

Organisasi masyarakat/ Lembaga Swadaya masyarakat yang dibina merupakan
Ormas/LSM yang mendapatkan pembinaan oleh Bakesbangpol Kota Pasuruan terkait
keormasan dan kemasyarakatan.

& .

Jumlah LSM / ormas yang dibina x 100%

Jumlah LSM / ormas yang ada

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa

Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing

Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
yang Disusun

Daftar dan Lampiran Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
yang Disusun

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan/atau
Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Seng} Ormas, Peng Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di
bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir)




Nama Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan

Indikator Tujuan / Sasaran / Program /
Kegiatan

Definisi Operasional

Formula Perhitungan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan
pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Peersentase lembaga ekonomi, sosial dan
budaya yang aktif

Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur masalah ekonomi berupa
kebutuhan atau kesejahteraan materiil

Lembaga sosial adalah sistem norma yang terstruktur yang bertujuan memenuhi
berbagai kebutuhan manusia dengan cara yang khusus.

Lembaga budaya adalah lembaga publik yang berperan penting dalam pengembangan
budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan masyarakat

Lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif adalah yang terdata oleh Bakesbangpol
kota Pasuruan

Jumlah Lembaga ekososbud yang aktif x 100%
Jumlah seluruh lembaga ekososbud yang ada

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya

Persentase tokoh agama anggota forum
keagamaan yang aktif

Tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif adalah seseorang yang dianggap
cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, mempunyai keahlian dibidang agama dan
terdaftar sebagai anggota aktif di dalam proposal FKUB (Forum Kerukunan Umat
Beragama) Kota Pasuruan

Jumlah tokoh agama anggota forum yang aktif x 100%
Jumlah tokoh agama anggota forum yang ada

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun

Daftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Orang yang Mengikuti P 1 di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

» Kebijak

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun
Sebelumnya)

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumiah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun
Sebelumnya)
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Nama Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan
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Kegiatan

Definisi Operasional

Formula Perhitungan

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Prosentase Konflik yang dimediasi

Konflik yang dimediasi bagian dari potensi konflik yang berhasil ditangani/dimediasi
sehingga tidak menjadi konflik.

Jumlah potensi konflik yang dimediasi x 100%
Jumlah potensi konflik yang ada

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Persentase peningkatan penanganan konflik

Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan
terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah
terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan
pasca konflik. Disini penanganan konflik yang dimaksud adalah yang berlatarbelakang
politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Jumlah penanganan_konflik thn (n) - jumlah penanganan konflik thn (n-1) x 100%

Jumlah penanganan konflik thn (n-1)

Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga KerjaAsing, dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah.

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun

Dokumen Laporan Capaian Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Tahun Sebelumnya)

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan

Konflik di Daerah yang Disusun

Dokumen Daftar Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Ki p ), serta
Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (tiga tahun terakhir)

[Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga KerjaAsing, dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara

Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan

Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

K padaan, serta P 8 Konflik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelemb Bidang Ki pad
serta Penanganan Konflik di Daerah




.

Nama Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan

Indikator Tujuan / Sasaran / Program /
Kegiatan

Definisi Operasional

Formula Perhitungan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
yaitu melakukan kegiatan pemantauan orang asing,
TKA asing dan lembaga asing

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan

Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah

Jumiah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang K padaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah




